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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga)”. Latar belakang
dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan
marital rape yang masih memiliki permasalahan serius salah satunya terikat
dalam lingkup perkawinan, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu
Bagaimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana marital
rape atau tindak pidana kekerasan seksual di dalam hubungan perkawinan? dan
Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana marital
rape (Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga) menurut hukum positif di
Indonesia?. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
(yuridis normatif) dengan pendekatan perundang — undangan. Hasil penelitian ini
adalah kategori tindak pidana marital rape yaitu adanya unsur kekerasan seksual,
adanya unsur pemaksaan atau memaksa dan adanya unsur dalam ikatan
perkawinan, Kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak
pidana marital rape menurut hukum positif Indonesia dapat membantu mengatasi
masalah marital rape walaupun terdapat permasalahan dalam sistem peradilan
pidananya.

Kata Kunci: Marital Rape, Kebijakan Hukum Pidana.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kebijakan merupakan sarana dan pedoman dalam menciptakan
suatu hukum untuk mewujudkan kesejateraan kepada masyarakat.
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus relevan dengan pesatnya
perubahan masyarakat dikarnakan terciptanya suatu kebijakan didasarkan
dari adanya masyarakat. Hal ini sesuai dengan keberlakuan hukum, yaitu
Ubi Societas Ibi lus (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum)!. Hukum
yang berlaku di masyarakat salah satunya, yaitu hukum pidana.

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh
negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar
terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat
dipaksakan oleh negara.? Hukum pidana mengatur perbuatan — perbuatan apa
yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta
mengatur bagaimana cara — cara mengajukan perkara — perkara ke muka
pengadilan.® Perbuatan yang melanggar dalam hukum pidana diistilahkan

sebagai tindak pidana.

tUjang Suratno, 2020, Pengantar IImu Hukum, Yogyakarta: K-Media, HIm 36.

2Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Cet. 1, Edisi pertama, Yogyakarta:
Deepublish, HIm. 5.

3C.S.T. Kansil, 2018, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. 7, Jakarta:
Balai Pustaka, HIm. 76.



Tindak pidana dapat menghambat terwujudnya kepentingan negara
terutama dalam rana representasi publik. Hal ini selaras dengan
pengklasifikasian ilmu hukum yang menjelaskan bahwa hukum pidana
termasuk dalam bagian hukum publik yang tidak adanya campur tangan
individu. Suatu tindak pidana harus diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku saat ini karena hukum pidana mengunakan prinsip
asas legalitas. Asas legalitas disebut sebagai Nullum Delictum Nulla Poena
Sine praevia Lege Poenali yang artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa
peraturan undang - undang lebih dahulu.® Salah satu tindak pidana yang diatur
dalam peraturan perundang — undangan, yaitu tindak pidana marital rape.

Marital rape adalah tindak pemerkosaan dalam ikatan
perkawinan.® Marital rape merupakan tindak pidana kekerasan seksual
yang terjadi karena adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban antara
suami dan istri dalam melaksanakan aktivitas seksual. Marital rape
merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan untuk melakukan hubungan
seksual yang mana suami tidak mempertimbangkan kondisi istri.” Tindak
pidana marital rape terjadi dari asumsi bahwa istri harus memenuhi hasrat

seksual suami dan beranggapan istri sebagai “property” dari kepunyaan

4Vivi Ariyanti, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia,  Jurnal  Yuridis  Vol. 6 No. 2 Him.  37. Diakses  dari
https://dx.doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789, diakses pada tanggal 16 September 2023, pukul 06.51
WIB.

SAmir llyas, 2012, Asas - Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Cet. 1, Yogyakarta: Rangkang
Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, HIm. 13.

®Milda Marlia, 2007, Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri, Cet. 1, Yogyakarta:
Pustaka Pesantren, HIm. 31.

’Ibid, HIm. 11 - 12.



suami. Dalam hal ini, hukum pidana memerlukan suatu kebijakan untuk
menanggulangi tindak pidana marital rape.

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu sarana
penanggulangan kejahatan (sarana penal).® Menurut Barda Nawawi Arief,
upaya penanggulangan dalam berbagai bentuk perilaku menyimpang dapat
ditempuh melalui upaya non-penal dan upaya penal.® Upaya non-penal
merupakan upaya pencegahan (preventive) dari kejahatan dengan cara
menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Upaya penal
merupakan upaya penanggulangan dengan sifat memberantas (repressive)
dengan menggunakan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana marital rape diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang — Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang — Undang Hukum Pidana. Kebijakan
tersebut membantu para praktisi hukum dalam menyelesaikan permasalahan
terhadap tindak pidana marital rape seperti dalam Undang — Undang Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5

Huruf ¢ berbunyi'® :

8Hanafi Amrani, 2019, Politik Pembaruan Hukum Pidana, Cet. 1, Yogyakarta: Ull Press,
Him. 6.

Septia Mulyani, Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Kekerasan yang Dilakukan Guru terhadap Anak Didik di Lingkungan Sekolah Menurut Pasal 351
- 355 KUHP dan Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 80 tentang Perlindungan Anak.
Diakses melalui https://www.academia.edu, diakses pada tanggal 16 September 2023, pukul 12.55
WIB.

©Indonesia, Undang — Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah
Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004. HIm. 5.



“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga
terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :
kekerasan seksual”.

Adapun pada Pasal 8 Huruf a Undang — Undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi! :

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c

meliputi : pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap

orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”.

Pasal di atas menjelaskan mengenai tindak pidana marital rape, yaitu
adanya pemaksaan hubungan aktivitas seksual antara suami dan istri.
Pemaksaan dalam melakukan hubungan suami — istri dapat mencelakai
hak istri dan dianggap sebagai penindasan. Pemaksaan yang terjadi terus
— menerus membuat para korban mengalami gangguan fisik dan psikis.
Sanksi pidana mengenai tindak pidana marital rape dalam Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga diatur dalam Pasal 46 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling
banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan bentuk penanggulangan untuk

11bid, HIm 6.



menghapuskan semua kekerasan yang bisa terjadi di dalam rana rumah
tangga.'? Oleh karena itu, cakupan korban dalam Undang — Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sangat
luas dan tindak pidana marital rape tidak dijelaskan secara rinci terutama
dalam aturan tentang pencegahan dari kekerasan seksual.?

Salah satu kasus tindak pidana marital rape terdapat dalam Putusan
Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.DPS. 4 Pada tanggal 30 september di tahun
2014 niat terdakwa bernama Tohari als Toto ingin melakukan aktivitas seksual
bersama korban (istrinya), yaitu bernama Siti Fatimah. Namun, korban
menolak untuk melakukan karena merasa sakit dan terdakwa tetap memaksa
korban untuk melayaninya.’®> Korban mengalami luka patah tulang rusuk
bagian kanan, luka memar di bagian dada, lengan Kiri, luka lecet yang
menimbulkan infeksi pada kemaluannya, dan mengalami sesak nafas. Akibat
dari perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi Pasal 8 huruf a dan Pasal 46
Undang — Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga (PKDRT) dengan sanksi pidana 5 bulan penjara.

2Nurlaila Isima, 2021, Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape dalam Konsep
Pembaharuan Hukum di Indonesia, Journal of Islamic Family Law, Vol. 1, No. 2, Him. 132.
Diakses dari http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid, diakses pada tanggal 28
September 2023, pukul 02.02 WIB.

13Galsabila Anjani dan Rajin Sitepu, 2023, Analisis Pemerkosaan dalam Rumah Tangga
(Marital Rape): Sebab, Modus Operandi, Perlindungan Hukum terhadap Korbannya dan Upaya
Mengatasinya, Unes Law Review, Vol 5 Issue 4, HIm. 4604. Diakses melalui
https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i, diakses pada tanggal 28 September 2023, pukul 03.15 WIB.

14pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.DPS.

5putri Ayu Sekar Fanny, R.B.Sularto, dan Umi Rozah, 2022, Penegakan Hukum Tindak
Pidana Pemerkosaan dalam Status Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau dari Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT),
Diponegoro  Law  Journal,  Vol. 11 No. 2, Him. 7. Diakses  dari
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/, diakses pada tanggal 28 September 2023, pukul 03.05
WIB.




Tabel 1.1

Data Kasus Marital Rape Tahun 2017 - 2021

No. Tahun Kasus

1. 2017 135 Kasus

2. 2018 175 Kasus

3. 2019 192 Kasus

4, 2020 100 Kasus

5. 2021 56 Kasus

Sumber: Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 - 2021

Tabel di atas menunjukan bahwa tindak pidana marital rape
mengalami kenaikan pada tahun 2017 — 2019 dan pada tahun 2020 — 2021
tindak pidana marital rape mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi
karena adanya pandemi Covid — 19 yang membuat pengaduan tindak pidana
marital rape terbatas. Selain itu, penurunan juga tergantung pada
pengembalian kuesioner dan kasus yang diadukan kepada Lembaga Penyedia
Layanan, Kepolisian, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak), Rumah Sakit dan Pengadilan.’® Oleh karena itu,
pemerintah  kemudian melakukan penanggulangan kembali dengan
membentuk peraturan perundang - undangan mengenai tindak pidana marital
rape, yaitu Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (UU TPKS).Tindak pidana marital rape dalam Undang —

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

6Komnas Perempuan, 2021, CATAHU 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi:
Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan
di Tengah Covid-19. HIm. 17. Diakses melalui https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan,
diakses pada tanggal 27 September 2023, pukul 20.30 WIB.




diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 6. Pasal 4 Ayat (2) Huruf a
berbunyi'’ :

“Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi :

perkosaan”.

Adapun Pasal 6 Huruf b Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbunyi® :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg
ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ
reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah
kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar
perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah)”.

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual menjelaskan lebih rinci mengenai tindak pidana marital
rape dikarnakan terdapat sanksi dengan batas minimal dan maksimal disertai
dengan denda, tentang perlindungan dan pemulihan korban serta upaya
preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.'® Hal ini
memudahkan bagi Praktisi Hukum dalam penanggulangan tindak pidana
marital rape.

Namun setelah pandemi, penyelesaian perkara marital rape dalam

sistem peradilan pidana masih sulit diselesaikan. Salah satu kasusnya, yaitu

YIndonesia, Undang — Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12
Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022. HIm. 7.

181bid, HIm. 8.

1Galsabila  Anjani dan Rajin Sitepu, Op.Cit, HIm. 4606. Diakses melalui
https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i, diakses pada tanggal tanggal 28 September 2023, pukul
03.40 WIB.




korban telah mengalami tindak pidana marital rape yang dilakukan oleh
suaminya saat malam pertama dan honeymoon. 2° Perkawinan mereka terjadi
pada tahun 2021. Pada malam pertama, pelaku memaksa untuk melakukan
aktivitas seksual kepada korban tanpa adanya persetujuan. Kemudian saat
honeymoon di Bogor, pelaku melakukan kekerasan seksual dan memaksa
hingga 3 — 4 kali dalam satu hari, termasuk ketika menstruasi serta di tempat —
tempat yang beresiko seperti kamar mandi. Akibatnya, korban mengalami
sakit dan perih di bagian perut bawah serta rasa ngilu dan pendarahan di
bagian vagina. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter di dua rumah sakit
korban didiagnosa komplikasi radang panggul, Infeksi Saluran Kemih (ISK)
dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Dalam hal ini, korban mengalami
hambatan saat mempertahankan keadilannya di Polres Depok, yaitu tidak
diterimanya kasus marital rape dikarnakan pengaduan korban tidak dilakukan
secara locus. Sehingga, Polres Depok menganggap tidak mempunyai
kewenangan relatif untuk memproses pengaduan korban. Berdasarkan hal
tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum yang secara khusus dapat
menanggulangi perihal tersebut.

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang —
Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai tindak pidana marital rape,
yaitu dalam Pasal 473. Namun, Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2023

Tentang Kitab Undang — Undang Hukum Pidana saat ini belum diberlakukan

20K omnas Perempuan, 2023, CATAHU 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah
Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. HIm. 45. Diakses melalui
https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan, diakses pada tanggal 16 September 2023, pukul
12.45 WIB.




dalam hukum positif Indonesia. Jadi, kebijakan hukum pidana dalam hukum

positif Indonesia terhadap tindak pidana marital Rape, yaitu Undang -

Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga, dan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang tersebut dapat digunakan untuk

menuntut suami yang telah melakukan tindak pidana marital rape kepada istri.

Namun selain yang telah dijelaskan di atas, marital rape mengalami kendala

untuk diproses secara hukum antara lain :

1. Marital rape terjadi di ruang yang sangat privat sehingga pada umumnya
tidak ada orang yang mengetahui selain pelaku dan korban;

2. Marital rape dianggap sebagai aib keluarga yang dilarang untuk
diceritakan pada orang lain;

3. Marital rape terjadi pada ikatan yang sakral atau pasangan yang sah untuk
melakukan hubungan seksual, baik menurut hukum negara, maupun
hukum agama;

4. Unsur paksaan dalam marital rape seringkali sulit dibuktikan secara fisik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya penanggulangan
baru dalam tindak pidana dari marital rape oleh pemerintah. Hal tersebut,
merupakan upaya dalam memberikan perlindungan dan kesejateraan bagi
masyarakat terkhususnya bagi kaum perempuan, yaitu istri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin
menjadikan persoalan tersebut untuk melakukan penelitian sebagai penulisan

karya tulis ilmiah dengan judul : “Kebijakan Hukum Pidana dalam
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Penanggulangan Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Rumah
Tangga)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana
marital rape atau tindak pidana kekerasan seksual di dalam hubungan
perkawinan?

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana
marital rape (Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga) menurut hukum
positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini yang dilandaskan dari rumusan masalah

di atas, adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis suatu perbuatan dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana marital rape atau tindak pidana kekerasan seksual di
dalam hubungan perkawinan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam
penanggulangan tindak pidana marital rape (Kekerasan Seksual dalam

Rumah Tangga) menurut hukum positif di Indonesia.
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D. Manfaat Penelitian
Penelitian yang dikaji oleh seorang penulis harus memberikan
manfaat. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat secara teoritis dan manfaat
secara praktis. Dalam penelitian ini, manfaat tersebut, yaitu :
1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan cakrawala ilmu
pengetahuan perkembangan penegakan dan perlindungan hukum
pidana serta dalam penanggulangan tindak pidana marital rape yang
terjadi dalam lingkup rumah tangga.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan untuk penegakan
hukum dalam mengatasi kebijakan hukum pidana dalam
penanggulangan tindak pidana marital rape yang terjadi dalam lingkup
rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini, yaitu diharapkan dapat
membantu sebagai bahan dan landasan bagi mahasiswa, para pengambil
kebijakan dan masyarakat dalam mengkaji dan mengkritisi kembali terkait
permasalahan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak

pidana marital rape (Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga).

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu menitikberatkan

pada permasalahan mengenai suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai
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tindak pidana marital rape atau tindak pidana kekerasan seksual di dalam
hubungan perkawinan dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan
tindak pidana marital rape (Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga)
menurut hukum positif di Indonesia.
F. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah susunan dari beberapa teori sebagai satu
kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan
landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.?* Kerangka
teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori — teori yang
berhubungan dengan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak
pidana marital rape.
1. Teori Tujuan Pemidanaan
Pemidanaan merupakan tindakan kepada para pelaku kejahatan
yang dilakukan dengan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya
kembali. Teori tujuan pemidanaan menurut S.R. Sianturi dikelompokkan
menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut.
1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut (Vergeldings Theorien)

Teori ini beranggapan bahwa penjatuhan pidana terhadap
seorang yang melakukan tindak pidana merupakan pembalasan atas
tindak pidana yang dilakukannya. Teori ini berprinsip bahwa orang
yang bersalah harus di hukum sesuai dengan perbuatan yang telah

dilakukannya dengan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan agar

ZMuhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Cet.1, Mataram: Mataram University
Press, HIm. 42.
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memberikan efek jera dan ketakutan bagi pelaku tindak pidana. Teori
pembalasan atau absolut terbagi atas 2, yaitu pembalasan subjektif dan
pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan
terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah
pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia
luar.?2

2. Teori Tujuan atau Teori Relatif (Doel Theorien)

Teori tujuan merupakan teori yang menyatakan bahwa tujuan
pembidanaan bukan hanya untuk pembalasan saja melainkan untuk
memperoleh manfaat bagi masyarakat. Teori ini dimaksudkan untuk
memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap tindak pidana yang
dilakukan pelaku. Teori ini sering juga disebut sebagai teori tujuan
(utilitarian theory). Teori ini dibagi dua, yaitu prevensi umum
(generale preventie), dan prevensi khusus (speciale preventie).
Prevensi umum, yaitu tujuan pemidanaan yang ditunjukan untuk
mempertahankan ketertiban masyarakat dari melakukan tindak pidana
dimana narapidana dijadikan sebagai contoh pada masyarakat secara
luas agar tidak meniru kejahatan yang telah dilakukan. Prevensi
khusus, yaitu tujuan pemidanaan yang ditujukan bagi pelaku sendiri
untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik agar tidak mengulangi

tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya.

22Usman, 2011, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal IImu Hukum, Him.
68. Diakses melalui https://www.neliti.com/id/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-
hukum-pidana, diakses pada tanggal 16 September 2023, pukul 21.12 WIB.
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3. Teori Gabungan (Verenigings Theorien)
Teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori
tujuan. Teori gabungan ada dua yaitu :

a. Teori gabungan yang lebih mempriotitaskan asas pembalasan,
namun dalam hal ini pembalasan yang diberikan tidak melebihi
batasan daripada yang cukup untuk mempertahankan ketertiban
yang ada dalam masyarakat;

b. Teori gabungan yang memprioritaskan ketertiban masyarakat,
namun kesengsaraan terhadap penjatuhan pidana tidak melampaui
dari perlakuan yang diperbuat oleh narapidana.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan diistilahkan sebagai “politik” yang berasal dari dua
bahasa yaitu Policy (Inggris) dan Politiek (Belanda). Untuk itu, kebijakan
hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana. Dalam
kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan
berbagai istilah, antara lain penal politik, criminal policy atau
strafrechtspolitiek.?® Kebijakan hukum pidana (penal policy) adalah ilmu
sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan
undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan

pengadilan.?*

23Dian Rahadian dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2014, Kebijakan Hukum Pidana dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Politik. Law Reform. Vol. 9 No. 2, HIm. 140. Diakses melalui
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12451, diakses pada tanggal 28
September 2023, pukul 16.09 WIB.

24Barda Nawawi Aief, 2017, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cet. 6 Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, Him. 23.
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Menurut Marc Ancel, kebijakan hukum pidana adalah sebagai
suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan
hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum
positif (the positive rules) dan juga kepada para penyelenggara atau
pelaksana putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan hukum
pidana.?® Hal ini untuk membuat peraturan yang baik dalam peraturan
perundang - undangan harus diesensikan dengan tujuan penanggulangan
kejahatan.

Pengertian kebijakan hukum pidana menurut Sudarto, adalah
a. Usaha untuk mewujudkan peraturan — peraturan yang baik sesuai

dengan keadaan dan situasi pada saat itu;

b. Kebijakan yang dibentuk oleh negara melalui aparat yang berwenang
untuk menetapkan ketentuan — ketentuan yang dikehendaki yang
dimungkinkan dapat berguna dalam mengekspresikan apa Yyang
terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita —
citakan.

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau penal policy
merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal — hal, sebagai
berikut?®:

a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan

hukum pidana;

%John Kenedi, 2017, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan
Hukum di Indonesia, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, HIm 59.

%Heksa Koes Raharjo dan | Dewa Gede Satya, 2022, Pengertian Kebijakan Hukum
Pidana, HIm. 6. Diakses melalui https://spada.uns.ac.id, diakses pada tanggal 16 September 2023,
pukul 20.35 WIB.
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Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi
masyarakat;

Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan
hukum pidana;

Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat
dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Berdasarkan definisi kebijakan hukum pidana berkaitan dengan

subtansi hukum peraturan perundang — undangan, kebijakan hukum pidana
memiliki tiga tahap?’, yaitu

a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana inabstracto

oleh badan pembuat undang-undang;

. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan

hukum pidana) oleh aparat — aparat penegak hukum mulai dari
Kepolisian sampai Pengadilan;
Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana

secara konkret oleh aparat — aparat pelaksana pidana.

E. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang
digunakan untuk menganalisis aturan hukum, mengkaji pertentangan

hukum, menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

2’Maroni, 2016, Pengantar Politik Hukum Pidana, Cet. 1, Bandar Lampung: Anugrah

Utama Raharja, HIm. 53.
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doktrin — doktrin hukum untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah
isu hukum vyang dihadapi. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto
mengatakan Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan
menemukan jawaban yang benar dan / atau jawaban yang tidak sekali —

kali keliru mengenai suatu permasalahan.?®

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan sarana untuk memahami dan mengarahkan
pada objek penelitian yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan perundang — undangan (statute
approach). Pendekatan perundang — undangan (statute approach)
merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan
perundang — undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu

hukum) yang sedang dihadapi.

. Sumber Bahan Hukum

Bahan — bahan penelitian yang digunakan, yaitu bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diuraikan
sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi
pendukung utama dalam penelitian hukum normatif berupa bahan
hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang mengikat

seperti perundang-undangan, putusan hakim, dan peraturan lainnya.

B7ainuidin Ali, 2017, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, HIm. 18.
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Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

sebagai berikut.

a) Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);?°

b) Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 120);*°

¢) Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang —
Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1).3!

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa
bahan kepustakaan seperti buku, penelitian ilmu hukum, jurnal, dan
artikel, tesis, skripsi, dan doktrin — doktrin dari para ahli. Bahan
hukum ini membantu untuk memperjelas daripada bahan hukum
primer yang dapat membantu penulis dalam menganalisis dan

membangun argumentasi hukum.

®Indonesia, Undang — Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah
Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004.

$Indonesia, Undang — Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12
Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022.

3lIndonesia, Undang — Undang tentang Kitab Undang — Undang Hukum Pidana, UU No.
1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023.
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c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan
sebagai pelengkap bagi bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder yang berupa kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia. Bahan
hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.3?
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan
studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara
membaca, dan mempelajari peraturan perundang — undangan, dokumen —
dokumen resmi, buku — buku maupun literatur — literatur yang berkaitan
dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini,
yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menekankan
pemahaman dengan cara menelaah pengertian dasar dari sistem hukum
yang mencakup subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum,
hubungan hukum, dan objek hukum. Dalam penelitian ini, penelitian
kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan
kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana marital
rape dengan cara menelaah dan mempelajari dokumen — dokumen yang

berkaitan dengan masalah tersebut.

827ainuidin Ali, Op.Cit, HIm. 135.
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
deduktif. Penalaran deduktif adalah cara penarikan kesimpulan dari

pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.3?

$1shag, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi,
Cet. 1, Bandung: Alfabeta, HIm. 5.
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